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Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) didirikan berdasarkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, dimana dinyatakan bahwa Negara memberikan kuasa
pertambangan secara penuh dan mutlak kepada suatu Perusahaan Negara yang didirikan dengan undang-
—undang.

PERTAMINA sebagai pelaksana kuasa pertambangan migas Negara, berdasarkan Pasal 12 UU No. 811971
mel akukan kerjasama dengan kontraktor dalam bentuk "Kontrak Production Sharing”; selain itu pada
wilayah kerja pertambangan yang dikel ola juga melakukan kegiatan operas sendiri serta melakukan kontrak
kerjasama dengan model Kontrak Production Sharing yang salah satunya dalam bentuk Technical
Assistance Contract (TAC).

UU No. 2212001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan peraturan pelaksaan nya PP No. 42/2002 tentang
Badan Pelaksana K egiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta PP No. 3512004 tentang K egiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengalihkan pel aksanaan kuasa pertambangan kepada BP Migas, dan
selanjutnya PERTAMINA fokus hanya sebagai pengusaha dibidang energi berubah menjadi PT
PERTAMINA (PERSERO) yang diwajibkan untuk mengadakan kontrak kerja sama dengan BPMIGAS
untuk kontrak wilayah kerja pertambangan yang telah ada.Berdasarkan UU No. 2212001 tersebut
BPMIGAS berperan sebagai Manajemen Kontrak baik bagi KPS maupun PT PERTAMINA (PERSERO)
sebagai operator kontrak.

Sesuai dengan Ketentuan Pengalihan yang diatur pada Pasal 104, PP No. 35/2004 peran manajemen kontrak
TAC adalah PT PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Hulu yang juga dibawah kendali manajemen kontrak
BPMIGAS, hal ini dapat diartikan bahwa dalam manajemen kontrak TAC berdasarkan UU No. 22/2001
tidak sesuai lagi karenaterdapat super manajemen yaitu BPMIGAS. Diperlukan pengaturan-pengaturan dan
kesepakatan lebih lanjut dari Pemerintah, BP Migas dan PT PERTAMINA (PERSERO) agar ada kepastian
hukum kontrak TAC sebagai dasar untuk mengadakan perubahan/amandemen agar sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku.
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